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ABSTRAK

Permasalahan kesempatan kerja ini juga menjadi salah satu dari beberapa masalah yang berkaitan dengan sosial
ekonomi. Dalam hal ini pemerintah sedang dan akan terus berusaha untuk memberantas permasalahan ini, baik
dalam skala kecil (daerah) ataupun dalam skala besar (nasional). Masalah yang berkaitan dengan pengangguran
ini tergolong masalah yang kompleks, karena ini berhubungan dengan beberapa indikator lain. Indikator lain
yang berhubungan dengan permasalahan pengangguran di antaranya terdapat pertumbuhan perekonomian,
tingkatan inflasi, besaran upah, dan juga jumlah penduduk dalam suatu daerah. Tujuan penelitian ini adalah
menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap
tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian digunakan adalah metode metode
Ordinary Least Square (OLS) menurut runtut waktu (times series) selama periode 2010-2021 dengan
menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa variabel tingkat
pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumlah
penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi sebesar 52.7 persen. Secara parsial terdapat variabel pertumbuhan
ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka sedangkan terdapat
variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera
Barat.

Kata Kunci: TPT, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, UMP

ABSTRACT

The problem of employment opportunities is also one of several problems related to socio-economic issues. In
this case the government is and will continue to try to eradicate this problem, both on a small scale (regional) or
on a large scale (national). Problems related to unemployment are classified as complex problems, because they
are related to several other indicators. Other indicators related to unemployment problems include economic
growth, inflation rates, wage rates and also the population in an area. The purpose of this study is to explain the
effect of economic growth, population, inflation and the provincial minimum wage on the open unemployment
rate in west on the open unemployment rate in West Sumatra Province. The research method used is the
Ordinary Least Square (OLS) method according to time series for the 2010-2021 period using the SPSS 20
program. The result of the study simultaneously show that the open unemployment rate variable can be
explained by independent variables consisting of economic growth, population, inflation and the provincial
minimum wage of 52.7 percent. Partially, there are variables of economic growth and provincial minimum
wages that affect the open unemployment rate, while there are variables of population and inflation that do not
affect the open unemployment rate in West Sumatra.
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PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai usaha bertumbuhnya ekonomi vyaitu
proses kenaikan tatanan ekonomi dan sosial, mencakup di dalamnya adalah menurunnya
tingkat pengangguran serta juga kemiskinan. Pengangguran bisa ada dikarenakan
terdapatnya peningkatan total angkatan kerja yang tinggi sementara jumlah lapangan yang
tersedia ada batasannya, istilah lainnya total angkatan kerja lebih banyak dibandingkan total
kesempatan kerja yang disediakan. Pengangguran ini pun menjadi parameter untuk
mengukur sejauh mana angkatan kerja pada saat itu dapat terserap ke dalam lapangan
pekerjaan yang ada. Pengangguran yang tinggi juga dapat menyebabkan masalah lain yaitu
terjadinya kemiskinan, selain itu pengangguran juga bisa menjadi alasan seseorang untuk
melakukan tindakan kriminalitas. Oleh sebab itu, pengangguran bisa menjadi penyebab
terhambatnya pembangunan ekonomi (Diyanti, 2022).

Masalah yang berkaitan dengan pengangguran ini tergolong masalah yang kompleks,
karena ini berhubungan dengan beberapa indikator lain. Indikator lain yang berhubungan
dengan permasalahan pengangguran di antaranya terdapat pertumbuhan perekonomian,
tingkatan inflasi, besaran upah, dan juga jumlah penduduk dalam suatu daerah. Apabila
tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah mengalami kenaikan, diharapkan ini bisa
memberi pengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Begitu juga jika tingkatan
upahnya dalam suatu daerah itu mengalami kenaikan, diharapkan ini bisa memberi pengaruh
baik terhadap pengangguran dengan cara menurunkan angka tingkat pengangguran pada
daerah tersebut. Selain itu apabila jumlah penduduk mengalami kenaikan, ini diharapkan
bisa membuka kesempatan kerja baru yang bisa mengurangi tingkat pengangguran yang
ada. Begitu juga dengan tingkat inflasi yang mengalami kenaikan juga diharapkan bisa
menurunkan tingkat pengangguran dan membuka kesempatan kerja baru (Hidayati et al.,
2022).

Terdapat banyak sekolah dan Perguruan Tinggi dari berbagai jenjang di Indonesia,
salah satunya yaitu dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan banyaknya
terdapat mahasiswa dan pelajar di Sumatera Barat. Selain itu, di Indonesia yang disebut kota
pariwisata atau daerah tujuan wisata salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini
tentu berdampak pada perekonomian yang meningkat dan mampu mewujudkan banyak

lapangan pekerjaan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran (Saputri, 2019).
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Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat
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Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017-
2021 berfluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5.58 persen,
mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 5.66 persen. Pada tahun 2019
tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya menjadi 5.38 persen, selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan
kembali menjadi sebesar 6.88 persen dan pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka
Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sebesar 6.52 persen.

Grafik 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat Februari 2020 —
Agustus 2021
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Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Diolah

Ditengah pemulihan ekonomi, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung terus
mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Sumbar. Per Agustus 2021, angkatan kerja
Sumbar terdiri dari 2,58 juta orang yang bekerja dan 0,18 juta orang yang menganggur. TPT
turun drastis menjadi 6,52% dari 6,88% di bulan Agustus 2020. Pada Agustus 2021, TPT
perkotaan meningkat 8,65% dibandingkan pedesaan yaitu sebesar 4,50%. TPT perkotaan
mengalami penurunan sebesar 0,62 persen dan TPT pedesaan juga turun sebesar 0,21

persen.
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Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa TPT di
daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Hal ini disebabkan keragaman
pekerjaan dan pusat ekonomi yang berkembang, dimana angkatan kerja baru lebih
cenderung mencari pekerjaan, pindah atau tinggal di daerah perkotaan. Mengingat
pengangguran di daerah pedesaan tidak terlalu banyak karena penduduk di daerah pedesaan
cenderung tidak pilih-pilih pekerjaan dan akan melakukan pekerjaan apa saja walau hanya
sebagai pekerja bebas pertanian, pekerja keluarga, dan sebagian masih bertahan di pedesaan
dengan berusaha mencari pekerjaan dengan cara pindah ke perkotaan, yang selanjutnya
dibantu dengan kemudahan memiliki kendaraan bermotor dan didukung oleh infrastruktur
yang lebih baik. Karena masalah pengangguran merupakan topik pembahasan yang
kompleks dan bisa dikaitakan dengan beberapa indikator, beberapa diantaranya adalah
pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Grafik 3. Analisis Identifikasi Masalah TPT Provinsi Sumatra Barat
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Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatra Barat, 2022

Indikator penting ketika mempertimbangkan kinerja ekonomi, terutama Kketika
mengevaluasi hasil pembangunan ekonomi salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dikatakan baik ketika produksi barang dan jasa meningkat setiap
tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kesejahteraan penduduk atau pendapatan
yang meningkat selama jangka waktu tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat

maka bisa dikatakan bahwa perekonomian berkembang dengan baik. Pertumbuhan ekonomi
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dari peningkatan PDRB diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Sumatera
Barat, karena jika pendapatan pemerintah lebih tinggi maka lebih besar pula kapasitas
produksinya.

Menurut Badan Pusat Statistik tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat
menjadi 5.29 persen di tahun 2017. Selanjunya, tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sumatera Barat menjadi 5.14 persen. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sumatera Barat sebesar 5.05 persen dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang sangat drastis disebabkan
oleh adanya wabah penyakit Covid-19 sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar
-1.60 persen kemudian laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat mulai
mengalami peningkatan dengan tren positif pada tahun 2021 menjadi sebesar 3.29 persen
(Sumatera Barat dalam Angka, Badan Pusat Statistika, 2022).

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera
Barat yaitu jumlah penduduk. Apabila terjadi bertambahnya jumlah penduduk akan
menyebabkan masalah-masalah akibat kehidupan penduduk yang dinamis. Jumlah
penduduk yang tinggi serta meningkatnya kegiatan di berbagai sektor menimbulkan
berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan. Misalnya permasalahan yang umum terjadi
di Provinsi Sumatera Barat yaitu masalah pengangguran. Pengangguran sebenarnya
bukanlah hal yang negatif, namun di negara maju juga masih terdapat pengangguran, hanya
saja mungkin jumlahnya lebih sedikit dan tidak sebesar di negara berkembang termasuk di
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia (Sukirno, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Provinsi Sumbar setiap tahunnya
bertambah, pada tahun 2017 menjadi 5.321.489 jiwa. Pada tahun 2018, jumlah penduduk di
Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.382.077 jiwa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di
Provinsi Sumatera Barat menjadi 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 jumlah penduduk di
Provinsi Sumatera Barat meningkat sebanyak 5.534.472 jiwa kemudian di tahun 2021
jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan menjadi 5.580.232
jiwa (Sumatera Barat dalam Angka, Badan Pusat Statistika, 2022).

Selanjutnya, inflasi juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap jumlah
pengangguran. Inflasi adalah setiap peningkatan harga yang berlaku dalam perekonomian.

Sedangkan tingkat inflasi merupakan persentasi peningkatan harga barang selama jangka
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waktu tertentu (Sukirno, 2008). Inflasi yang lebih tinggi dapat memperlambat pertumbuhan
ekonomi, sehingga bertambahnya angka pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, laju inflasi Provinsi Sumatera
Barat tahun 2017 yaitu sebesar 2.02 persen, 2018 sebesar 2.60 persen, 2019 sebesar 1.66
persen. Pada tahun 2020 inflasi Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya menjadi sebesar 2.11 persen, dan pada tahun 2021 inflasi mengalami penurunan
menjadi sebesar 1.40 persen (Sumatera Barat dalam Angka, Badan Pusat Statistika, 2022).

Apabila inflasi meningkat atau perekonomian daerah terus merosot, membuat investor
enggan menanamkan modalnya karena kurangnya keamanan serta stabilitas keuangan, dan
juga mengurangi peluang kerja bagi penduduk melalui investasi.

Faktor selanjutnya yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) juga berpengaruh terhadap
tingkat pengangguran. Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitu standar upah minimum bagi
pekerja di lingkungan kerjanya yang kemudian digunakan pemberi kerja untuk membayar
upah sesuai dengan standar minimum yang digunakan (BPS, 2016). Penetapan UMP
dilakukan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi
dewan pengupahan provinsi.

Dampak positif dari penetapan upah dilihat dari penawaran tenaga kerja dimana
kenaikan tingkat upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat, sehingga
jumlah pengangguran akan berkurang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dilihat dari sisi
permintaan, semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal
tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada wilayah
tersebut. Agustina ( Kaufman & Hotchkiss, 1999) mengemukakan bahwa semakin tinggi
upah yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada peningkatan biaya output yang harus
dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efesiensi
terhadap produksi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Berdasarkan data yang ada menunjukkan Upah Minimum Provinsi yang diterima oleh
penduduk di Provinsi Sumatera Barat, dari tahun 2017-2021 upah yang ditetapkan
pemerintah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2017, Upah Minimum Provinsi
ditetapkan sebesar 1.949.285 rupiah per bulan, pada tahun 2018 Upah Minimum Provinsi
sebesar 2.119.067 rupiah per bulan kemudian pada tahun 2019 Upah Minimum Provinsi
meningkat menjadi sebesar 2.289.228 rupiah per bulan. Pada tahun 2020 dan 2021 Upah

Minimum Provinsi Sumatera Barat masing-masing sebesar 2.484.041 rupiah per bulan.
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Kenaikan UMP ini diiringi juga dengan tingkat pengangguran yang naik-turun dalam jangka
waktu tertentu.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah
penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang di dapat dari
berbagai instansi secara time series yang mencakup periode 2010-2021. Adapun data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan
ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Sumatera Barat Dalam Angka.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Ordinary Least
Square (OLS) yang dibantu dengan menggunakan program SPSS 20 (Gujarati, 2013).
Menurut model dan variabel yang digunakan maka secara fungsional model dapat
dinotasikan sebagai berikut:

Y=Bo+ Brln X1 + B2 InXz + Bz INXa+ BaInXa+ e

Dimana :

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
X1 = Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

X2 = Jumlah Penduduk (Jiwa)

X3 = Inflasi

X4 = Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

Bo = Konstanta

Bia = Koefisien regresi

e = error term

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji
linieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolonieritas.
Untuk memudahkan pengolahan hasil analisis persamaan regresi yang terbentuk, maka
dilakukan beberapa uji koefesien determinasi yang memiliki tujuan untuk mengukur seberapa
berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi
yaitu 0 < R? < 1. Koefesien determinasi yang mendekati satu artinya variabel bebas
menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.
Dalam penggunaan R-Square menyesuaikan banyaknya variabel bebas yang dimasukan

dalam model, setiap penambahan variabel bebas dalam model harus meningkatkan R-Square
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terlepas dari apakah variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak. Berbeda dengan R-
Square, nilai adjusted R-Square dapat bertembah atau berkurang ketika ada variabel bebas
dalam model. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan nilai adjusted R-Square untuk
mengestimasi model regresi yang baik.

Tujuan uji statistik F yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen secara
bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji ini dilakukan pada taraf
signifikansi 95% (0=5%) dengan menggunakan Kriteria sebagai berikut:

a) Jika nilai F hitung > nilai F tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima, yang artinya
masing-masing variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel
dependen dengan rumus Hs : Bo # B1 # P2 # Pz # 0.

b) Jika nilai F hitung < nilai F tabel, maka Ho diterima dan H: ditolak, yang artinya
masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen dengan rumus Ho = Bo = B1 = B2 = B3 = 0.

Uji t biasanya digunakan untuk menunjukkan apakah variabel bebas secara individual
mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2013). Uji ini dibuat pada taraf signifikansi 95% (o
= 0,05%), dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

a) Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel
independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen dengan
rumus Hy : B1#0, H1 : p2#0dan Hy : B3 #0.

b) Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel, maka Ho diterima dan H; ditolak, yang artinya variabel
independen berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap variabel dependen
dengan rumus Ho : B1 =0, Ho : B2 =0dan Ho : B3 = 0.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang
dihasilkan memiliki ketepatan estimasi, konsistensi, dan tidak bias.
Uji Linearitas

Model dikatakan linear jika X2 hitung (nxR?) < daripada X? tabel dengan df = (n,a)
(Suliyanto, 2011). Menurut hasil persamaan regresi pertama didapat R-Square sebesar 0.046
maka nilai X? yaitu 12 x 0.046 = 0.552 sedangkan nilai X? tabel dengan df : 0,05,12 yaitu
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21.026. Karena X2 hitung (0.552) < X2 tabel (21.026) dari sini bisa disimpulkan bahwa model
regresi yang benar yaitu linear.
Uji Normalitas

Model yang diharapkan yaitu ketika data terdistribusi secara normal. Uji normalitas
penelitian ini  menggunakan uji Kolmogorov-Smirniov, yaitu uji normalitas yang
menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Residual terstandar berdistribusi normal ketika t-
hitung < t-tabel atau nilai Sig > alpha (Suliyanto, 2011). Menurut hasil uji diatas, dapat
diketahui bahwa Sig. (2-tailed) yaitu 0.970 > 0.05. Maka Ho tidak bisa ditolak yang artinya
bahwa Ho diterima. Hal ini artinya bahwa residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara
normal.
Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heterokedastisitas atau
homokedastisitas. Pada salah satu metode heterokedastisitas adalah metode Glejser, model
memiliki masalah heterokedastisitas dan sebaliknya ketika variabel independen signifikan
terhadap nilai absolute residualnya (Suliyanto, 2011). Menurut output diatas dapat dinyatakan
bahwa nilai signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap absolute residual yaitu 0.993 > 0.05,
variabel jumlah penduduk terhadap absolute residual yaitu 0.243 > 0.05, variabel inflasi
terhadap absolute residual yaitu 0.640 > 0.05 dan variabel UMP terhadap absolute residual
yaitu 0.843 > 0.05. Dari variabel independen yang tidak signifikan terhadap nilai absolute
residualnya sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi.
Maka model tersebut bisa digunakan dalam analisis dan penelitian dapat dilanjutkan.
Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, pengujian autokolerasi dilakukan dengan menggunakan metode
Breusch-Godfrey (B-G test). Dari hasil model summary diatas dapat disimpulkan bahwa nilai
R? yaitu 0.245. Nilai R? ini digunakan untuk menghitung X? hitung dengan formulasi X? = (n-
p)XR2. Apabila nilai X? hitung < X? tabel, model tidak terdapat masalah autokorelasi dan
sebaliknya. Singkatnya, nilai R? adalah 0.245. Banyaknya pengamatan yaitu 12, p = 5,
sehingga nilai X? hitung didapat yaitu 1.715, sedangkan X? tabel dengan df : (12, 0.05) yaitu
21.026. Karena nilai X? hitung adalah (1.715) < X? tabel (21.026), sehingga model tidak
terdapat gejala autokorelasi. Maka model tersebut dapat digunakan dalam analisis dan

penelitian dapat dilanjutkan.
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Uji Multikolinearitas

Pada penelitian ini untuk menguji apakah model regresi memiliki gejala
multikolineritas dapat dilakukan dengan uji TOL (Tolerance) dan Variance Inflation Factor
(VIF) masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Apabila nilai VIF nya
> 10, maka model dikatakan tidak memiliki masalah multikolinearitas. Berdasarkan hasil
pengujian di atas, dapat dilihat bahwa nilai TOL variabel pertumbuhan ekonomi (X1) yaitu
sebesar 0.517, nilai TOL variabel jumlah penduduk (X2) yaitu sebesar 0.595, nilai TOL
variabel inflasi (X3) yaitu sebesar 0.546 dan nilai TOL variabel UMP (X4) sebesar 0.265. Hal
ini memperlihatkan bahwa variabel bebas (independen) yang memiliki nilai Tolerence lebih
dari 0.10 yang artinya tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari
95 persen. Selanjutnya dengan melihat tabel VIF, besaran VIF pada pertumbuhan ekonomi
(X1) sebesar 1.935, besaran VIF pada variabel jumlah penduduk (X2) sebesar 1.682, besaran
VIF pada variabel inflasi (X3) sebesar 1.832 dan besaran VIF pada variabel UMP (Xa)
sebesar 3.775. Hal ini juga memperlihatkan bahwa variabel independen memiliki nilai lebih
kecil (<) dari 10 yang dapat dikatakan bahwa pada model regresi yang terbentuk ini tidak
terjadi atau terbebas dari gejala multikolinearitas sehingga penelitian dapat dilanjutkan.
Uji Regresi

Analisis ketergantungan satu atau lebih variabel independen terhadap variabel
dependen disebut dengan Analisis Regresi. Uji regresi terdiri dari regresi linier berganda dan
liniersederhana. Namun, dalam mengolah data penulis menggunakan uji regresi linear
berganda yang tujuannya untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi
variabel terikat. Menurut output data yang telah dilakukan dengan alat analisis SPSS 20:

Tabel 1. Hasil Regresi

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 9.568 2.081 4.599 .002
Pertumbuhan Ekonomi -.281 .099 -.820 -2.841 .025
Jumlah Penduduk .078 .052 404 1.501 177
Inflasi -.039 .047 -.237 -.843 427
Upah Minimum Provinsi -.588 .160 -1.481 -3.674 .008,

a. Dependent Variable: Ln Tingkat Pengangguran Terbuka
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Pembahasan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di
Sumatera Barat

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Sumatera Barat, dimana nilai koefesiennya sebesar -0.281 dengan tingkat
signifikansi 0.025. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi
meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi
Sumatera Barat sebesar 0.281%. Koefesien bernilai negatif dan signifikan sesuai dengan
hipotesis awal dan teori untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan
hasil penelitian sebesar -0.286263 dan nilai probabilitasnya 0.0000 artinya pertumbuhan
ekonomi naik 1% maka pengangguran turun sebesar 0.286263. Artinya menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah itu sedang meningkat yang mengakibatkan
pengangguran berkurang dikarenakan masyarkat yang terserap oleh lowongan pekerjaan yang
tersedia.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera
Barat

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa jumlah penduduk
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi
Sumatera Barat, dimana nilai koefesiennya sebesar 0.078 dengan tingkat signifikansi 0.177.
Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika jumlah penduduk meningkat sebesar 1% maka
akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat sebesar
0.078%. Koefesien bernilai positif dan tidak signifikan sesuai dengan hipotesis awal dan
teori.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan
hasil penelitian sebesar 2.27E-06 dan nilai probabilitasnya 0.2085 lebih besar dari alpha 5%.
Artinya variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hal ini
menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada suatu daerah tidak mempengaruhi pengangguran

dikarenakan terjadinya pertambahan penduduk seperti migrasi.
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Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa inflasi berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera
Barat, dimana nilai koefesiennya sebesar -0.039 dengan tingkat signifikansi 0.427. Persamaan
tersebut dapat diartikan bahwa jika inflasi meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan
tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0.039%. Koefesien bernilai
negatif dan tidak signifikan sesuai dengan hipotesis awal dan teori.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan
hasil penelitian sebesar -0.043471 dan nilai probabilitasnya 0.6903 lebih besar dari alpha
10%. Artinya variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hal ini
menunjukkan bahwa inflasi tidak mempengaruhi pengangguran karena pada suatu kondisi
inflasi akan meningkat tetapi tingkat penganggurannya bisa tetap.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di
Sumatera Barat

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh, ditemukan bahwa upah minimum
provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Sumatera Barat, dimana nilai koefesiennya sebesar -0.558 dengan tingkat
signifikansi 0.008. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi
meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi
Sumatera Barat sebesar 0.558%. Koefesien bernilai negatif dan signifikan sesuai dengan
hipotesis awal dan teori untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mita Diyanti (2022) dengan
hasil penelitian sebesar -1.32E-06 dan nilai probabilitasnya 0.0683 lebih kecil dari alpha
10%. Artinya variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap tingkat
pengangguran dikarenakan pada saat upah naik maka akan menjadi motivasi untuk

masyarakat atau para angkatan kerja dalam bekerja dan jumlah pengangguran akan menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji empiris mengenai

pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi
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terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat tahun 2010-2021, maka dapat
diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa variabel tingkat pengangguran
terbuka dapat dijelaskan oleh variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi,
jumlah penduduk, inflasi dan upah minimum provinsi sebesar 52.7 persen. Secara
parsial terdapat dua variabel berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka
sedangkan terdapat dua variabel tidak berpengaruh .

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
pengangguran terbuka di Sumatera Barat artinya semakin meningkat pertumbuhan
ekonomi maka semakin menurun tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat.

3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat
pengangguran terbuka di Sumatera Barat.

4. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran
terbuka di Sumatera Barat.

5. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
pengangguran terbuka di Sumatera Barat artinya semakin meningkat upah minimum
provinsi maka semakin menurun tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran sebagai
berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disarankan
pemerintah daerah untuk terus memperhatikan sektor ekonomi seperti pertumbuhan
ekonomi yang dapat mengakibatkan bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga
kesempatan kerja akan semakin meningkat dan pengangguran akan turun. Jenis
pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan pengangguran
terbuka yang mana di dalamnya terdapat jenis masyarakat yang sedang menyiapkan
usaha atau sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai untuk bekerja.
Sehingga salah satu cara yang paling cocok untuk mengatasi ini adalah dengan cara
pemerintah daerah menekankan pada sektor ekonomi khususnya informal untuk
mengatasi pengangguran yang ada di daerah tersebut.

2. Upah Minimum Provinsi, pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat seharusnya

meningkatkan upah minimum provinsi agar kesejahteraan tenaga kerja dilihat dari
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tingkat konsumsi yang semakin meningkat kemudian pada akhirnya mendorong
pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran dan pemerintah daerah
juga dapat mengatasi pengangguran dengan cara terus meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang ada, contohnya dengan memberikan bantuan untuk masyarakat
kurang mampu agar dapat terus bersekolah dan mendapat pendidikan yang memadai
untuk dapat bersaing di dunia kerja nanti atau dapat menemukan inovasi untuk
memulai usaha baru. Selain itu juga dapat dengan memperbaiki sarana dan prasarana
agar pendidikan yang ada di daerah tersebut semakin maju dan mampu memberikan
ilmu kepada masyarakat karena fasilitas yang ada memadai.

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti permasalahan pengangguran maka dapat
menambahkan variabel-variabel lain sehingga mampu menjelasakan secara teoritis
permasalahan pengangguran lebih baik lagi dari penelitian ini. Selain menambah
variabel, peneliti dapat menambah tahun penelitian yang akan diuji, sehingga dapat
melihat trend data pada runtun waktu tersebut.
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